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ABSTRAK

Judul penelitian :Pertanggunjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Abotus Provocatus Criminalis.Adapun menjadi masalah dalam tulisan lm adalah 
Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana abortus provocatusdan ? 
Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus 
criminalis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana abortus provocatus dan Untuk mengetahui Pertanggungjawaban 
pidana terhadap pelaku abortus provocatus. Metode penelitian, ditinjau dan jenisnya 
penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doctrinal atau 
penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) 
dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) adalah 
pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan 
isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan sebagai sumber data sekunder, yang berupa : Bahan 
Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum 
Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer serta 
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil 
penelitian menunjukan, banwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana 
abortus provocatus bervariasi yaitu : faktor rasa malu di mata keluarga, kerabat dan 
lingkungan masyarakat, bahwa anak yang dilahirkan tersebut diperolehnya dari hasil 
hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah, alasan kehamilan akibat perkosaan, 
Alasan kesehatan, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang 
melakukan tindakan pidana abortus provokatus, karena kondisi yang tidak stabil dan 
memiliki banyak anak akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan 
keluarga. Sanksi pidana bagi pelaku abortus provocatus criminalis sebagai 
tanggungjawabnya, rata-rata hukuman yang mereka terima sangatlah ringan. 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan sebagai upaya kebijakan 
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam kasus abortus provocatus 
criminalis pada tersangka adalah dengan mengenakan pasal-pasal dalam KUHP. 
Hal ini dapat penulis contohkan dengan beberapa kasus yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap yaitu : 1. Putusan Mahkamah Agung No. 172. K/Pid.SusV 
2008. dengan “ Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
“ dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan; 2. Putusan Mahkamah Agung No. No. 1559 K/Pid 
. / 2 010, yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan ; dan Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 
dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ( lima ribu



rupiah ); 3. Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid/2008, Menjatuhkan pidana 
kepada Terdakwa ELEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; Menetapkan 
pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa telah 
melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. 
Adapun saran-saran yang diajukan adalah :Hendaknya pemerintah sering memberikan 
penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahaya melakukan Abortus Provocatus 
Criminalis yang dapat mengakibatkan kematian dan timbulnya kerugian yang dapat 
diderita si pelaku, baik itu dari segi hukum, sosial, maupun dengan penderitaan fisik 
dan tekanan perasaan (batin) yang ditujukan kepada si pelaku. Hendaknya aparat 
penegak hukum khususnya hakim dalam menangani kasus-kasus tindak pidana 
Abortus Provocatus Criminalis dengan menerapkan ketentuan yang terdapat didalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau memperberat 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana abortus propvocatus.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dewasa ini, banyak berita dan laporan di media eletronik dan surat kabar 

mengenai bayi yang baru lahir ditemukan sudah meninggal di tempat sampah dan 

selokan, atau di semak belukar di pinggir jalan. Perempuan yang mengambil 

keputusan ini pasti berada dalam kecemasan luar biasa, baik secara fisik maupun 

mental, terutama bila mereka harus membuat keputusan seorang diri dan dengan 

resiko terhadap kesehatan bahkan nyawa mereka.

Fenomena yang terjadi akibat perkembangan sosial tersebut menimbulkan 

berbagai polemik sosial dan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana aborsi. 

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan 

hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi 

sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, aborsi, mencuri, menganiaya, 

mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Kejahatan dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis 

perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat 

ke tempat. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat
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yang lebih tinggi, dalam perkembangannya kejahatan tergantung pada manusia juga. 

Kejahatan meningkat dalam kuantitas dikarenakan jumlah manusia 

kebutuhannya juga bertambah, kejahatan berkembang dalam kualitas disebabkan 

semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya 

dalam menggunakan pengetahuannya. Setiap kejahatan pada prinsipnya memberikan 

kerugian baik materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud 

adalah adanya korban (victim) dan merusaknya atau musnahnya harta benda serta 

semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya. Di lain 

pihak kerugian dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurangnya atau 

hilangnya nilai-nilai dan aturan sosial di masyarakat.

Globalisasi di segala bidang memberikan implikasi munculnya variasi-variasi 

kehidupan yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi manusia itu sendiri. 

Dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajaran karena setiap adanya kemajuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modem sangat mempengaruhi 

perkembangan dan perubahan dalam karakter serta sifat-sifat manusia. Perubahan ini 

dapat membawa manusia ke dalam suatu alam kehidupan yang berdampak positif 

maupun yang berdampak negatif.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

memperkiran ada 2 juta kasus aborsija di setiap tahun di Indonesia. Tindak aborsi,

serta
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yakni penghentian kehamilan, memang bisa menyelesaikan satu hal. Namun ada 

berderet dampak mengerikan mengintai perempuan yang melakukan aborsi.

Inne Silviane, Direktur Eksekutif Per-kumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) Pusat juga tidak percaya dengan data KPA. Ia melihat justru pelaku 

aborsi paling banyak adalah perempuan yang sudah menikah yang program KB-nya 

gagal. Data studi PKBI di 12 kota dari tahun 2000-2011 juga menunjukkan, 73-83 

persen wanita yang ingin aborsi adalah wanita menikah karena kegagalan kon

trasepsi. Menurut hasil studi kami, remaja bahkan tidak sampai 20 persen, tapi selalu 

dibelokkan dan disudutkan seolah-olah hanya remaja.2

Beberapa kasus yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia sangat sulit 

diungkapkan diantaranya kasus tentang pengguguran kandungan atau abortus. 

Kesulitan pengungkapan kasus ini bukan berasal hanya dari ketidakmampuan aparat 

penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, melainkan disebabkan pula 

kesulitan untuk menentukan jumlah, persentase serta kecenderungan terjadinya 

abortus di Indonesia. Hal ini karena tidak ada laporan dari pelaku abortus, 

masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan abortus tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, angka statistik abortus meningkat dari tahun 

ke tahun. Secara garis besar tindakan abortus sangat berbahaya bagi ibu dan juga 

janin yaitu bisa menyebabkan kematian pada keduanya. Abortus bukan satu-satunya 

jalan tempuh untuk menyelesaikan masalah dalam menghadapi hidup, apalagi bayi

1 Majalah detik 25 juni - 1 juli 2012, hal. 9.
2 Ibid. hal. 7.
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yang dikandung dalam perut wanita (ibu) adalah janin yang masih bersih dari dosa 

dan tidak tahu apa-apa. Dari sudut pandang hukum sangatlah dijamin karena abortus 

selain menghilangkan nyawa seseorang, juga membahayakan kondisi seseorang yang 

mengandung tersebut. Abortus tanpa alasan yang amat berat atau indikasi medis 

sekali tidak dapat dibenarkan dari segi moral hidup, yang menuntut kita untuk 

menghormati hidup manusia sejak dalam kandungan ibunya. Seluruh masyarakat 

harus disadarkan akan pentingnya perlindungan terhadap janin dalam kandungan. 

Akan tetapi abortus merupakan masalah delematika yang tidak harus kita 

hindari. Namun demikian, abortus banyak diperdebatkan negara-negara di belahan 

dunia barat maupun timur.

Persoalan abortus sangat penting untuk diketahui segenap lapisan masyarakat, 

agar masyarakat dapat mengambil hikmah baik buruknya dan untung ruginya 

melakukan abortus, baik itu dengan cara legal atau secara sah dibenarkan oleh 

undang-undang maupun dengan cara ilegal atau tidak dibenarkan oleh undang- 

undang. Perbuatan abortus teijadi pada wanita yang belum kawin, tidak bersuami, 

atau bersuami yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki atau 

suaminya karena takut diketahui ia mengandung atau hamil, ia melakukan abortus.

Menurut Moch. Anwar, bahwa menggugurkan anak yang masih ada dalam 

kandungan adalah perbuatan yang mengakibatkan anak yang masih dalam kandung 

dilahirkan sebelum waktunya (menurut alam) disebut abortus provocatus.3

sama

an

. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 99.
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Proses berlangsungnya pebuatan abortus melibatkan beberapa pihak, meliputi 

pelaku abortus atau wanita yang melakukan abortus, dokter, bidan atau dukun 

beranak dan orang lain yang turut serta melakukan abortus. Abortus dipandang 

sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun sebaliknya juga perbuatan 

abortus dibolehkan apabila berdasarkan pada kepentingan medis.

Negara kita adalah negara hukum yang segala tingkah laku atau perbuatan kita 

harus sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat dipertanggung jawabkan 

hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 

28A menyatakan, bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B Ayat (2)Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

secara

dari kekerasan dan diskriminasi.

UndangJJndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

mengatur hak anak menurut Pasal 52 yang menetukan, bahwa :

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan

negara.

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Demikian juga dalam Pasal 53, yaitu :

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan

meningkatkan taraf kehidupannya.

2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
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Perbuatan abortus diatur dalam KUHP yang secara jelas dan ketat 

menempatkannya dalam kejahatan jiwa dan pelanggaran kesusilaan. Delik ini diatur 

dalam pasal-pasal dalam KUHP antara lain :

Pasal 299 KUHP yang menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang atau menyuruh supaya 
diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan 
itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Jika yang bersalah, berbuat demikian 
untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian 
atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat 
ditambah sepertiga. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346:

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama
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lima tahun empat bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut 

dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan yang tersebut 
dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu Pasal 347 dan Pasal 
348, maka hukumannya yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiganya dan ia dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan 
kejahatan tersebut.

Pasal-pasal tersebut di atas mengancam pidana terhadap siapa saja yang 

dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya buah kandungan tanpa memberi 

indikasi atau pertimbangan tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan menyebutkan, abortus dibenarkan kalau dalam keadaan 

darurat, misalnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan tindakan penyelamatan 

harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut 

sehingga peluang dokter untuk melakukan abortus sangat dimungkinkan dengan 

adanya pengaturan tentang abortus berindikasi medis (abortus provocatus medicalis).

Menurut Muladi menyatakan bahwa Tindakan abortus yang berindikasi 

medis dapat dibenarkan Undang-Undang Kesehatan jika tindakan ini merupakan satu- 

satunya jalan untuk menyelamatkan ibu yang \±aim\Abortus provocatus criminalis 

merupakan kejahatan yang pada hakikatnya sama dengan pembunuhan. Oleh sebab 

itu abortus seperti ini digolongkan dalam jenis kejahatan terhadap nyawa 

dan kejahatan terhadap kesusilaan yang keduanya terdapat dalam buku II KUHP. 

Dari uraian diatas, penelitian ini penulis berikan judul : Pertanggunjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abotus Provocatus Criminalis.

■

:

manusia
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B. Perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikemukakan 

dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab tindak pidana abortus provocatus ?

2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus provocatus

criminalisl.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penenelitian.

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana abortus

provocatus.

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus

provocatus.

2. Manfaat Penelitian.

Manfaat Penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 

tentang Faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pid 

aborsi dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku abortus 

criminalis serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

diperoleh di bangku kuliah di lapangan.

wawasan ana

provocatus

yang

1
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2. Manfaat Praktis.

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari 

perbuatan tindak pidana aborsi

2. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya.

D. Metode Penelitian.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.4 Metode penelitian adalah caracara berpikir, berbuat yang

dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan

penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, 

menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode 

penelitian. Suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil 

penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun 

metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk 

jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan hukum

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta, 2006, hal. 35
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pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. Bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah

sumber data sekunder, yang berupa :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Yang menjadi bahan hukum 

primer dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

Kesehatan.

tentang

tentang
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia.

7. Undang-undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran.

8. Keputusan Hakim atau Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer, seperti :

1. Hasil karya ilmiah para saijana yang relevan atau terkait dalam

penelitian ini.

2. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, diantaranya: Ensiklopedi Bahan, media internet yang relevan dengan 

penelitian ini, Kamus Hukum dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum 

sekunder yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Peneliti menggunakan 

teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan 

mengenai isu hukum yang dihadapi berkenaan dengan tindak pidana aborsi yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peneliti juga mengunakan
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bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

6. Teknik Analisis.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, 

data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakanpengelolaan

sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat

klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan

pekerjaan analisis. Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan 

melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi 

kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang 

dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian 

tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, 

sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang Pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku abortus provocatus criminalis dan suatu perbuatan aborsi 

tergolong sebagai tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan.

Sitematika penulisan skripsi ini adalah: Bab I yang menguraikan latar 

belakang, permasalahan, ruang lingkup, metode penelitian dan sitematika

penulisan; Bab II adalah tinjauan pustaka mengenai pengertian tindak pidana dan
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pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang aborsi dan aborsi dalam

Hukum Positif dan teori-teori kausa kejahatan. Bab III merupakan bab bahasan

yang berisikan tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya Aborsi dan

pertanggungjawaban pidana pada pelaku abostus provocatus criminalis; Bab IV

adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.
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